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Bab V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Industri hijau sebagai tata aturan menjadi penting bagi aktivitas industri 

bidang peternakan sebagai bentuk perlindungan lingkungan hidup. Tata 

aturan industri hijau merupakan sebuah patokan penilaian aktivitas 

industri dalam proses produksi yang mensyaratkan cara-cara yang 

efisien dan efektif dalam penggunaan sumber daya. Makna 

pembangunan berkelanjutan merujuk pada aturan dasar konstitusi 

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 H angka 1 mensyaratkan 

keberlanjutan hak mendapat lingkungan hidup yang baik tidak hanya 

generasi tertentu, tetapi semua generasi; Pasal 33 angka 1 dan 4 

menekankan perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas 

asas kekeluargaan. Usaha bersama merupakan kerangka dasar 

pemikiran ekologi, komprehensifitas dalam pembangunan 

berkelanjutan adalah aspek ekonomi bersama dengan aspek lingkungan 

yang melingkupinya. Aturan bidang peternakan yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 secara khusus Pasal 32 dan 36, 

dengan kewenangan Negara yang mendorong, membina dan 

memfasilitasi masyarakat dalam pengembangan budaya ternak menjadi 

perlu pengaturan secara lebih lanjut melalui industri hijau yang 
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menghasilkan fenomena perubahan iklim terkait dengan limbah gas 

metana sebagai gas rumah kaca. Diperlukan aturan industri yang dapat 

mengatur peningkatan gas rumah kaca atas aktivitas industri 

peternakan. Aturan industri hijau dalam menjalankan aktivitas industri 

peternakan harus dapat melihat keseluruhan sebagai frasa kebersamaan 

tempat hidup, sehingga aturan industri hijau menjadi penting bagi 

aktivitas bidang industri peternakan. 

2. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

Pasal 44 tentang peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan 

hidup, menyatakan setiap penyusunan peraturan perundang-undangan 

pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan 

fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup. Sifat wajib menjadi upaya mitigasi, seperti tertuang 

dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang 31 Tahun 2009 tentang 

Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang menyatakan mitigasi 

sebagai usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan 

iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi/ meningkatkan 

penyerapan gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi.   Upaya 

mitigasi membawa kepada tujuan keselamatan jiwa dan harta 

sebagaimana terdapat dalam aturan Undang-Undang ini Pasal 3 huruf 

a.  Keselamatan jiwa dan harta menjadi nilai dalam interpretasi makna 

atas nilai asas kepentingan nasional dalam Undang-Undang 

Perindustrian Nomor 3 tahun 2014. Asas kepentingan nasional harus 
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dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dari dampak 

perubahan iklim. Aturan industri hijau yang berlaku (ius constitutum) 

masih bersifat voluntary. Sifat aturan voluntary compliens merupakan 

sebuah solusi aturan yang memiliki kelemahan. Aturan yang tegas 

diperlukan oleh hukum sebagai sarana pembangunan. Membangun 

manusia Indonesia yang mampu menginsafi harga dirinya (mampu 

intropeksi atas apa yang telah diperbuat dan berani untuk 

memperbaiki), menjadi corak khas ekonomi Indonesia yang 

berlandaskan demokrasi ekonomi secara khusus mengenai wawasan 

ekonomi dalam era perubahan iklim adalah ekonomi berwawasan 

lingkungan. 

 

B. Saran  

1. Kajian aturan industri hijau sebagai bentuk perlindungan lingkungan 

hidup atas aktivitas industri peternakan dari fenomena perubahan iklim 

menjadi penting dan perlu disosialisasikan sebagai bentuk literasi 

industri hijau. Literasi industri hijau ditujukan dalam upaya 

membangun budaya industri hijau sebagai sebuah komitmen bersama 

yang harus dilakukan oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian 

Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, bersama lembaga legislatif 

serta masyarakat untuk mendapatkan arti penting industri hijau dalam 

memberikan perlindungan lingkungan dari dampak perubahan iklim. 
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Industri dalam era perubahan iklim adalah era industri hijau, dimana 

aktivitas ekonomi harus dapat dilihat dalam kontribusinya kepada 

sumbangsih pemanasan global. Sehingga industri hijau menjadi solusi 

atas aktivitas industri peternakan yang menghasilkan gas metana 

sebagai gas rumah kaca dalam mewujudkan pembangunan 

berkelanjutan. Patokan nilai industri hijau dapat menjadi wujud tata 

aturan yang komprehensif bagi aktivitas industri secara khusus aktivitas 

industri peternakan. 

2. Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian  

Lingkungan Hidup bersama-sama SKPD lintas sektoral, serta Badan 

Legislatif, bersama-sama berupaya dinamis dalam mencari solusi 

dalam aturan Industri Hijau. Solusi atas aturan Industri Hijau yang 

diupayakan adalah mengharmoniskan dan mensinkronkan aturan-

aturan yang sudah ada, seperti aturan Perlindungan Lingkungan Hidup 

sebagai payung hukumnya, kemudian aturan Meteorologi, Klimatologi, 

dan Geofisika serta aturan-aturan yang mengatur tentang aktivitas 

nasional penurunan Gas Rumah Kaca, serta Indeks Standar Pencemaran 

Udara untuk dapat dijadikan patokan tata nilai  yang memberikan upaya 

perlindungan lingkungan hidup sebagai ruang hidup bagi 

keberlangsungan kehidupan bersama. Sehingga aturan industri hijau 

menjadi aturan yang tegas dalam memberikan perlindungan lingkungan 

hidup dari perubahan iklim. 
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